




A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penjelasan (explanatory 
research) dengan pendekatan kuantitatif. “Explanation research  adalah suatu 
penelitian yang mempunyai tujuan kejelasan hubungan variabel (riset yang 
bertujuan untuk menguji hipotesis)” (Priadana dan Muis, 2009:60). Pemilihan 
jenis penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui hubungan dan 
pengaruh antara variabel-variabel yang akan diteliti, yakni variabel Corruption 
dan Economic Freedom dengan variabel Investment yang diwakili oleh 
Foreign Direct Investment dan Domestic Direct Investment . Pendekatan 
kuantitatif digunakan karena data dalam penelitian berupa angka-angka dan 
analisis menggunakan alat statistik. “Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan 
yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, 
terukur, rasional dan sistematis” (Sugiyono, 2013:12). 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Heritage Foundation, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM). Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada ketersediaan 
data yang dibutuhkan. Data variabel Corruption diperoleh dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi, data variabel Economic Freedom diperoleh dari 
Heritage Foundation, data variabel Foreign Direct Investment diperoleh dari 
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Bank Indonesia, dan data variabel Domestic Direct Investment diperoleh dari 
BKPM. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 
2013:115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data 
time series tahunan corruption, economic freedom,dan investment selama 11 
tahun periode 2006 sampai tahun 2016 sebanyak 11 pengamatan. 
2. Sampel 
“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2013:116). Teknik pengambilan sampel 
menggunakan sampel jenuh. “Teknik sampel jenuh adalah teknik 
pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel” 
(Sugiyono, 2013:122). Sampel penelitian ini adalah data time series tahunan 
selama 11 tahun yakni tahun 2006 sampai tahun 2016 sebanyak 11 
pengamatan. 
D. Variabel dan Pengukurannya 
“Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 
hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2013:58). Variabel 
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dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yakni Variabel Independen (X) dan 
Variabel Dependen (Y). 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Corruption. Variabel 
dependen pada penelitian ini adalah Economic Freedom dan Investment. 
Variabel yang telah dipaparkan tersebut memiliki indikator sebagai 






Tabel 3 Variabel dan Pengukuran 
No Variabel Dimensi Variabel Indikator Sumber Keterangan 
1 Corruption  
Handling Corruption 
Cases  (X1) 
1.Pengadaan Barang dan Jasa  
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   3.Penyuapan 




   4.Pungutan 




   5.Penyalahgunaan Anggaran 




   
6.TPPU (Tindak Pidana 
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1. Definisi Operasional Variabel 
Sesuai dengan tabel 3 di atas, maka definisi operasional variabel untuk 
masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut : 
a. Corruption (X1) 
  Corruption pada penelitian ini dihitung berdasarkan jumlah kasus 
yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi 
setiap tahun pada tahun 2006-2016. Angka 0 menunjukkan tidak terdapat 
kasus ynag ditangani dan semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa 
semakin banyak kasus yang ditangani oleh KPK dalam setiap tahun. 
1) Pengadaan Barang atau Jasa (X1,1) 
 Pengadaan barang atau jasa dilakukan oleh pegawai negeri atau 
penyelenggara negara baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja 
turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada 
saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk 
mnegurus atau mengawasi.  
2) Perijinan (X1,2) 
 Tindak pidana perijinan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 
pejabat pemerintahan yang menerbitkan ijin tidak sesuai aturan 
perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam peijinanan usaha 
yang tidak memenuhi persyaratan amdal. 
3) Penyuapan (X1,3) 
 Tindak pidana penyuapan pada prinsipnya tidak berakibat langsung 
pada kerugian keangan negara ataupun perekonomian negara, karena 
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bukan berasal dari uang negara atau aset negara melainkan dari uang 
atau aset orang yang melakukan penyuapan. Dalam peristiwa ini 
melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan suap dengan 
pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai penerima suap.  
4) Pungutan (X1,4) 
 Pemeran aktif peristiwa ini adalah pegawai negeri sipil atau 
penyelenggara yang meminta  bahkan cenderung melakukan pemerasan 
kepada masyrakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari 
pegawai negeri sipil. 
5) Penyalahgunaan Anggaran (X1,5) 
 Tindak pidana korupsi jenis ini termasuk jenis korupsi yang 
menyebabkan kerugian keuangan negara. Hal ini dilakukan untuk 
memperkaya diri sendiri. 
6) TPPU (X1,6) 
 TPPU atau Tindak Pidana Pencuciaan Uang merupakan suatu upaya 
untuk menyembunyikan atau mneyamarkan asal usul dana melalui 
berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah 
berasal dari kegiatan yang sah atau legal.  
7) Merintangi proses KPK (X1,7) 
 Peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, 
yaitu perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau 
menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan 
48 
 
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa 
ataupun saksi dalam perkara pidana. 
b. Economic Freedom (Y1) 
Economic freedom menunjukkan tingkat kebebasan ekonomi di 
suatu negara yang diukur melalui rating berdasarkan 12 komponen yaitu 
Property Rights, Judicial Effectiveness, Government Integrity, Tax Burden, 
Goverment Spending, Fiscal Health, Business Freedom, Labor Freedom, 
Monetary Freedom, Trade Freedom, Investment Freedom, dan Financial 
Freedom. Penelitian ini menggunakan data hasil rating (scale 0-100) dari 
Heritage Foundation pada tahun 2006-2016. Angka 0 menunjukkan tingkat 
kebebasan yang rendah. Semakin besar nilainya maka semakin besar 
kebebasan ekonomi suatu negara. Data periode 2006-2016 menggunakan 
hasil data per tahun yang diperoleh. Tidak semua Negara menyediakan data 
terhadap setiap faktor pengukurnya. Penelitian ini menggunakan 10 
komponen sebagai indikator economic freedom Negara Indonesia, yaitu 
property rights, government integrity, tax burden, government spending, 
business freedom, labor freedom, monetary freedom, trade freedom, 
investment freedom, dan financial freedom. 
1) Property Rights (Y1,1) 
 Property rights mengukur kerangka hukum suatu negara yang 
memperbolehkan atau mengizinkan individu untuk memperbanyak hak 
miliknya secara bebas, dijamin aman oleh hukum yang bersih yang 
dijalankan secara efektif oleh pemerintah. Faktor pengukurnya adalah 
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hak milik fisik, hak milik intelektual, kekuatan perlindungan investor, 
pengambilalihan resiko, dan kualitas administrasi. 
2) Government Integrity  (Y1,2) 
 Government Integrity dapat dilihat melalui tingkat korupsi dalam 
pemerintahan. Korupsi mengikis kebebasan ekonomi dengan 
munculnya ketidakamanan dan ketidakpastian ke dalam hubungan 
ekonomi. Masalah terbesar adalah korupsi sistematis dari institusi 
pemerintahan dan pembuatan keputusan melalui beberapa praktik 
seperti penyuapan, pemerasan, nepotisme, cronyism, perlindungan, 
penggelapan, dan penyogokan. Faktor-faktor pengukurnya adalah 
kepercayaan publik terhadap politisi, penyuapan dan pembayaran liar, 
transparansi dari kebijakan pemerintah, ketiadaan korupsi, persepsi 
korupsi, dan transparansi layanan sipil dan pemerintahan. 
3) Tax Burden  (Y1,3) 
 Tax Burden merupakan ukuran gabungan yang merefleksikan tingkat 
pajak marginal antara pendapatan individu dan perusahaan serta 
keseluruhan level perpajakan (termasuk pengenaan pajak langsung dan 
tidak langsung oleh semua level pemerintah) sebagai bagian dari produk 
domestik bruto (PDB). Faktor pengukurnya adalah tingkat pajak 
marginal tertinggi pada pendapatan individu, tingkat pajak marginal 





4) Goverment Spending  (Y1,4) 
 Government spending mencakup pengenaan beban belanja pemerintah, 
termasuk konsumsi negara dan seluruh pengiriman pembayaran. 
5) Business Freedom  (Y1,5) 
 Business Freedom mengukur tingkat regulasi dan lingkungan 
infrastruktur ynag membatasi efisiensi operasi bisnis. Skor kuantitatif 
diperoleh dari susunan faktor yang mempengaruhi pergerakan 
pembukaan, operasi dan penutupan bisnis. Faktor pengukurannya yaitu 
pembukaan bisnis (prosedur, waktu, biaya dan modal minimum), 
perolehan izin( prosedur, waktu, dan biaya), penutupan bisnis (waktu, 
biaya, dan tingkat recovery), dan getting electricity (prosedur, waktu 
dan biaya). 
6) Labor Freedom  (Y1,6) 
 Labor freedom merupakan ukuran kuantitatif yang mempertimbangkan 
berbagai aspek hukum dan kerangka aturan dari pasar tenaga kerja suatu 
negara, termasuk aturan mengenai upah minimum, hukum larangan 
pemberhentian, permintaan pemutusan, dan aturan pengukuran 
pengendalian terhadap perekrutan dan jam kerja, ditambah dengan 
tingkat partisipasi tenaga kerja sebagai indikasi pengukuran dari 
kesempatan karyawan di pasar tenaga kerja. Faktor pengukurnya adalah 
rasio upah minimum, halangan perekrutan pekerja, peraturan jam kerja, 
kesulitan pencopotan tenaga kerja yang berlebihan, periode 
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pemberitahuan tugas menurut hukum, printah pembayaran pesangon, 
tingkat pastisipasi tenaga kerja. 
7) Monetary Freedom  (Y1,7) 
 Monetary freedom mengkombinasikan ukuran stabilitas harga dengan 
sebuah penilaian kontrol harga. Antara inflasi dan kontrol harga 
mengubah aktivitas pasar. Stabilitas harga tanpa adanya intervensi 
khusus dari pemerintah adalah negara yang ideal untuk pasar bebas. 
Kebebasan moneter didasarkan pada 2 (dua) faktor yaitu rata-rata inflasi 
tiga tahun terakhir dan pengendalian harga. 
8) Trade Freedom  (Y1,8) 
 Trade freedom adalah ukuran gabungan mengenai tingkat batas tarif dan 
non tarif yang mempengaruhi impor dan ekspor dari baranh dan jasa. 
Faktor pengukurnya adalah rata-rata biaya tarif dan non tarif. 
9) Investment Freedom  (Y1,9) 
 Investment freedom mengukur tingkat kebebasan aliran investasi suatu 
negara. Negara ekonomi bebas tidak membatasi atau melarang aliran 
modal investasi. Individu atau perusahaan mengizinkan perpindahan 
sumber daya mereka ke dalam atau keluar dari aktifitas khusus. Faktor 
pengukurnya adalah tingkat pembatasan investasi. 
10) Financial Freedom  (Y1,10) 
 Financial freedom adalah indikator dari efisiensi bank dan juga ukuran 
kebebasan dari pengendalian dan campur tangan pemerintah dalan 
sektor keuangan. Bank milik negara dan institusi keuangan lainnya 
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seperti asuransi dan pasar modal menolak persaingan dan umumnya 
memiliki akses kredit yang rendah. Faktor pengukurnya adalah tingkat 
regulasi pemerintah terhadap pelayanan keuangan, derajat intervensi 
negara terhadap bank atau perusahaan keuangan lainnya melalui 
kepemilikian langusng atau tidak langsung, pengaruh pemerintah 
terhadap alokasi kredit, tingkat perkembangan pasar keuangan dan pasar 
modal, dan keterbukaan persaingan asing. 
c. Investment (Y2) 
1. Foreign Direct Investment (Y2,1) 
Foreign Direct Investment merupakan kategori investasi yang 
menghubungkan antara penduduk dalam satu ekonomi (investor asing) 
dengan penduduk perusahaan dalam ekonomi lain (perusahaan asing). 
Investor asing memiliki kontrol atau tingkat pengaruh yang signifikan.  
Pada penelitian ini, pengukuran FDI menggunakan FDI Inflows per 
tahun yang perolehan data berasal dari Bank Indonesia selama periode tahun 
2006-2016 (selama 11 tahun). FDI inflows merupakan aliran dana masuk 
oleh investor asing ke perusahaan FDI. Aliran dana masuk ini terdiri atas 
seluruh kewajiban dan aset antara perusahaan FDI dan investornya.  
2. Domestic Direct Investment (Y2,2) 
Domestic Direct Investment (DDI) atau masyarakat Indonesia lebih 
mengenal dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan 
investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri, baik 
perseorangan maupun badan usaha. Modal yang digunakan adalah modal 
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dalam negeri yaitu modal yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. 
Dalam hal ini negara yang diaksud adalah Indonesia. 
Pada penelitian ini pengukuran DDI menggunakan DDI inflows per 
tahun. Data diperoleh dari BKPM selama 11 tahun yaitu tahun 2006-2016. 
DDI Inflows adalah aliran dana masuk yang berasal dari investor dalam 
negeri. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder. “Sumber sekunder 
merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 
data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen” (Sugiyono, 2013:193). 
Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Heritage Foundatin, Bank Indonesia, dan BKPM 
karena semua data yang dibutuhkan peneliti tersedia di website tersebut. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan teknik dokumentasi. Data merupakan data historis yang terdapat pada 
Komisi Pemberantasan Korupsi, Heritage Foundatin, Bank Indonesia dan 
BKPM. Data yang digunakan adalah data setiap tahun selama 11 tahun yaitu 
tahun 2006-2016. 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan aplikasi smartPLS 3.2.7. 
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Penggunaan PLS dalam penelitian ini karena ukuran sampel yang digunakan 
relatif kecil. Penggunaan PLS dianggap tepat karena variabel yang digunakan 
merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (unobservable). 
“Variabel unobservable bisa diukur dari beberapa indikator yang membentuk 
variabel unobservable tersebut” (Widarjono, 2015:221). Metode PLS juga 
digunakan karena metode PLS dapat melihat hubungan antar variabel laten 
yang berdasarkan indikator pembentuk variabel laten tersebut. 
Hinseler et al dalam Garson (2016:9) menyatakan bahwa “PLS path 
modelling is recommended in an early stage of theoritical development in 
order test and validate exploratory models”. 
1. Variabel dalam PLS 
“Ada dua jenis variabel dalam PLS yaitu variabel laten 
(latent/construct variable) dan variabel indikator (indicator variable). 
“Variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung 
sedangkan variabel indikator adalah variabel pembentuk variabel laten” 
(Widarjono, 2015:273). Variabel laten dalam penelitian ini adalah 
Corruption, Economic Freedom, dan Investment. Variabel indikator untuk 
Corruption adalah Pengadaan Barang/Jasa, Perijinan, Penyuapan, 
Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, Merintangi proses KPK. 
Variabel indikator untuk Economic Freedom adalah Property Rights, 
Government Integrity, Tax Burden, Goverment Spending, Business 
Freedom, Labor Freedom, Monetary Freedom, Trade Freedom, 
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Investment Freedom, dan Financial Freedom. Variabel indikator untuk 
Investment adalah FDI Inflows dan DDI Inflows. 
2. Persamaan Linier 
“Model analisis jalur PLS terdiri dari dua unsur yaitu model 
struktural (structural model) atau inner model dan model pengukuran 
(measurement model) atau outer model. Di dalam inner model ada dua 
variabel yaitu variabel laten dependen dan variabel laten independen” 
(Widarjono, 2015:273). Variabel laten dependen inner model adalah 
Economic Freedom dan Investment. Sedangkan variabel laten 
independennya adalah Corruption. 
“Model pengukuran atau outer model menunjukkan bagaimana 
variabel laten itu dibentuk. Di dalam PLS ada dua cara membentuk 
variabel laten yaitu model pengukuran reflektif (reflective measurement) 
dan model pengukuran formatif (formative measurement)” 
(Widarjono,2015:274). Penelitian ini menggunakan model pengukuran 
model reflektif. 
 Model pengukuran reflektif berangkat dari asumsi bahwa variabel 
laten mempengaruhi indikator. Indikator yang bersifat reflektif ini 
hanya menggambarkan sampel dari semua kemungkinan indikator 
yang ada dalam variabel laten. Dengan demikian, indikator variabel 
laten ini berkorelasi tinggi, setiap indikator bisa saling mengganti dan 
penghilangan salah satu indikator tidak mempengaruhi variabel laten” 
(Widarjono, 2015:274). 
Widarjono (2015:273-274) menyatakan bahwa di dalam analisa 
jalur juga terdapat error yaitu variasi variabel yang tidak dijelaskan dalam 
model. Error ini dihubungkan terhadap variabel dependen laten dan 
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variabel indikator yang reflektif. Bentuk model pengukuran penelitian ini 
dijelaskan oleh gambar 6. 
3. PLS path model 
Gambar 6  PLS Path Model 
4. Evaluasi Model PLS 
“Ada dua model evaluasi PLS yaitu evaluasi model pengukuran 
(outer model) dan model struktural (inner model). Evaluasi diawali dengan 
evaluasi model pengukuran dan selanjutnya evaluasi  model struktural” 
(Widarjono, 2015:276). 
a. Evaluasi Outer Model  
Evaluasi outer model bertujuan untuk mengevaluasi variabel 
indikator. Penelitian ini menggunakan indikator outer loading >0,5. 
Dasar penggunaan evaluasi model reflektif adalah: 
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 Indicator reliability didasarkan pada outer loading. Jika nilai outer 
loading lebih dari 0,7 maka variabel indikator perlu dipertahankan 
untuk penelitian uji teori sedangkan untuk penelitian eksplorasi 
antara 0,5-0,7 dan bila kurang dari 0,5 maka variabel indikator 
harus dihilangkan (Widarjono, 2015:277). 
b. Evaluasi Inner Model 
Evaluasi inner model ini menjelaskan pengaruh variabel laten 
independen terhadap variabel laten dependen. Dasar evaluasi inner 
model adalah : 
1) Uji t 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel laten 
independen terhadap variabel laten dependen. Dasar pengambilan 
keputusan uji t adalah sebagai berikut: 
1. Ho diterima dan H1 ditolak jika t hitung < t tabel atau p-value 
≥0,05 
2. Ho ditolak dan H1 diterima jika t hitung > t tabel atau p-value 
≤0,05 
Nilai alpha sebesar 5% merupakan tingkat kesalahan yang 
ditolerir dalam penelitian ini. Pada aplikasi SmartPLS, nilai t-tabel 
merupakan angka konstan yakni sebesar 1,96 jika nilai alpha 5%. Jika 
nilai t hitung lebih dari t tabel (α/2 ; n-k-1), maka H0 ditolak. Hal ini 
menandakan bahwa terdapat hubungan parsial dari variabel 





2) Koefisien Determinasi atau R2 
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur 
goodness of fit model. Tujuannya adalah untuk mengetahui 
besarnya variabel laten dependen dijelaskan oleh variabel laten 
independen dalam sebuah model. Secara umum, nilai R2 ≥0,75 
adalah baik. 
3) Predictive Relevance Q2 
Langkah selanjutnya setelah perhitungan R2, maka 
dilakukan perhitungan nilai Q2 yang juga dikenal dengan Stone-
Geisser Q square test. Perhitungan Q2 menggunakan rumus : 
Q2 = 1-(1-R1
2)(1-R2
2) . . . (1-Rp
2) 
Applicable only to reflectively modeled endogenous factors, 
Q2 greater than 0 means that the PLS model is predictive of 
the given endogenous variabel under scrutiny. By the same 
token, a Q2 with a 0 or negative value indicates the model is 
irreleveant to prediction of the given endogenous factor 
(Ruiz dalam Garson , 2016:117). 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa nilai Q2 
harus lebih besar dari 0 agar path model dapat diprediksi.   Apabila 
nilai Q2  menunjukkan 0 atau negatif maka diindikasikan bahwa 
path model tidak relevan untuk  memprediksi faktor endogen.
 
 
